
GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBENUR PAPUA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR,
PENATARAN / PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR,

PENDIDIKAN DAN LATIHAN ST RUKTURAL/ PRAJABATAN
DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengendalian dan
pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat
secara hemat, efisien, efektif dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu
menetapkan standar biaya honorarium tim,
lembur, penataran/pelatihan dan tugas
belajar diklat struktural/prajabatan dan
diklat teknis/fungsional di Lingkungan
_Pemerintah Provinsi Papua Barat;

b. bahwa komponen standar biaya
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
diatur dan ditetapkan berdasarkan
perhitungan atas kebutuhan dan harga riil
komponen-komponen tersebut;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan

Mengingat : 1.

sebagaimana tersebut dalam huruf a dan
huruf b, perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

Undang—undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3952n
.Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3894)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang—undang Nomor 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 0 18 / PUU—I / 2003;
.Undang—undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
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sebagaimana telah diubah dengan Undang—
undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang—undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang—undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua menjadi Undang—undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
.Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

.Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
.Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indon esia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
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10.

11.

12.

sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137… Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
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13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737k
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5209);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
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18.

19.

20.

Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor
32) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekreraiat
Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 65);
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Papua
Barat(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor
33);
Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 4
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor
34) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas— Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 66);
Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Gubernur Papua Barat 338



Papua Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Papua Barat (Lemabaran
Daerah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Provinsi Papua Barat
Nomor 77);

21. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 6
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor
36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR
BIAYA HONORARIUM TIM, PENATARAN/
PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR,
PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL/
PRAJABATAN DAN PENDIDIKAN LATIHAN
TEKNIS/ FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna
anggaran / penggu na barang.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
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10.

11.

pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun
anggaran.
Pembina adalah pejabat yang memiliki kapasitas untuk
memberikan pembinaan atas kegiatan—kegiatan yang
terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah
dan Asisten Sekretaris Daerah.
Penanggungjawab adalah pejabat yang bertindak selaku
penanggungjawab kegiatan, terdiri dari Sekretaris
Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
Ketua adalah pejabat yang bertindak selaku ketua dalam
kegiatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten
Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang, Kepala
Bagian, Sekretaris SKPD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian keWenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai bidang tugasnya.
Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat
fungsional yang ditunjuk membantu menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
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12.

13.

14.

rs.

mempertanggunuawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.
Bendaharawan Barang Daerah adalah Pejabat fungsional
yang ditunjuk mengurus, menyimpan, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada
SKPD.

Pejabat Pengadaan Barang adalah Personil yang memiliki
sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk
untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah
Panitia/Pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh
PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.
Direksi /Pengawas Lapangan adalah staf Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) yang mendapat tugas melakukan
pengawasan atas nama PPK terhadap pembangunan
konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor
sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang
ditetapkan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2
Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/ Pelatihan
dan Tugas Belajar, Pendidikan Latihan Struktural/ Prajabatan
dan Pendidikan dan Latihan Teknis/ Fungsional yang diangkat
dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional
Ketrampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan
ketentuan sebagai berikut :

apa-:>>

. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II

. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon II]
Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon lV

. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang
Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan
dengan Staf sesuai dengan golongannya.
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Pasal 3
Ketentuan tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur,
Penataran/ Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan Latihan
Struktural/ Prajabatan dan Pendidikan dan Latihan
Teknis/ Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
Barat diatur secara rinci pada Lampiran Peraturan Gubernur
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan
Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Biaya
Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas
Belajar, Pendidikan dan Latihan Struktural/ Prajabatan dan
Pendidikan Latihan Teknis/ Fungsional di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta lampirannya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 28 September 2015

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM o. ATURURI
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Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 28 September 2015
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATAN IEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015
NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTOSH
Nip Pembina Tk.I

Nip.1970830 198203 1005
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